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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Menimbang

a

MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik
Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 828 Tahun 2008;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD
Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Bandung, maka pelaksanaan sewa tanah dan/atau
bangunan yang sebelumnya menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian
Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Bandung menjadi
tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 828
Tahun 2008 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik
Pemerintah Daerah;

Mengingat...



Mengingat

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negarg;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengel olaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/lDaerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

17. Peraturan ...



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |1 Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
Tahun 2006;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;,

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun
2009-2013;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pengel olaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN
2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 41), diubah sebagai
berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga ketentuan angka 8

dan angka 9 berbunyi sebagai berikut :

8. Pembantu Pengelola Barang milik daerah yang selanjutnya disebut
pembantu pengelola barang adalah Kepala Dinas Pengel olaan K euangan
dan Aset Daerah Kota Bandung yang karena jabatannya berwenang dan
bertanggung jawab dalam membantu Pengelola Barang menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik
daerah.

9. Kepaa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepaa
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

e. Utilitasumum, yang terdiri dari :

1. bak kontrol dan gardu listrik/telepon;
2. reklame/billboard dihitung berdasarkan meter.

Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Utilitasumum :

1. untuk bak kontrol dan gardu listrik/telepon dihitung : 1% x NJOP x
Luas Tanah;
2. untuk reklame/billboard sebesar 1% x NJOP x Luas bidang reklame.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau
dapat didelegasikan kepada Pembantu Pengelola Barang setelah status
penggunaannya ditetapkan oleh Walikota, dan mendapatkan persetujuan
Walikota.

Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang
hendak menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah,
harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam
surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola
Barang atau dapat didelegasikan kepada Pembantu Pengelola Barang
dengan pihak penyewsa;

6. Ketentuan ...



Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

a

pemohon menggukan permohonan dengan mengiss  Formulir
Permohonan dan melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan
dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Dinas
Pengelolaan K euangan dan Aset Daerah;

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memeriksa kebenaran dan
kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila
telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya,
apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan maka Formulir
Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan akan dikembalikan kepada
Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya menyiapkan
surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan,
Dokumentas Persyaratan, hasil survey lokasi, gambar situasi dan surat
rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama
Walikota dengan pihak penyewsa;

Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan
lengkap akan ditelaah lebih lanjut baik dari aspek administrasi maupun
teknis, apabila lokasi yang dimohon tidak sesual dengan rencana kota

maka permohonan ditolak;

Ketentuan Pasal 10 Substans tetap sedangkan Lampiran Il diubah sehingga

Bagan aur proses sewa menyewa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola

Barang menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Ketentuan Pasal 13 huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

C.

Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan
lengkap akan ditelaah lebih lanjut baik dari aspek administrasi maupun
teknis, apabila lokasi yang dimohon tidak sesual dengan rencana kota
maka permohonan ditolak;

Pasdl ...



Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
padatanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
padatangga 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 29



